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TENTANG

TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS UNSUR-UNSUR ORGANISASI

SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI
KABUPATEN BALANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang ; 3 '

C.

Mengingat : 1.

b.

BUPATI BALANGAN,

bahu'a dengan telah ditetapkannya- Peraturan Daerah

ffi;;";" "g"t""gan 
. Nomor 3 Tahun 2008 tentang

Pembentukan, Oiganisasi d'an Tata Kerja- Perangkat

Daerah Kabupaten"Br-1u-.,gan sebagaimana ielah diubah'
ierakhir dengan- Peraturai Daerah- Kabupaten Balangan
NomorisTahunzOLl,makaperludilakukan
perumusan tugas-poryk dan uraian tugas unsur*unsur
brgani sasi Perangkat Daerah;

bahwa dalam rangka menunjang kelancaran tugas- yarlg

sesuai dengan ba"tas kewenangZ'n dan tanggung jawab

Sekretariat Dewan Pengurui KORPRI Kabupaten
B;ds;"; dipandang per[r untuk *:1:1it511^:"s'"
pokok"dan uraian tugas unsur-unsur organlsaslnya;

bahwa berdasarkan pertimbalgan sebagaimana

;i"r;k;rd p;da- h;;i-a di" huruf d perlu q-enetapkan
Peraturan Bupati Baiangan tentang T*g1" Pokok dan

Uraian Tugas Unsur-iinsur Organlsasi Sekretariat
Dewan Peng-urus KORPRI Kabupaten Balangan'

Undang-Undang Nomor 8 Tahun t974 tentang Pokok-

Pokok Kepega:waian (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun lg74 Nomor 55, Tambahan Lembaran

N.gu.." Republik Indonesia Nomor 3841) sebagaimana

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun

lggg tentang Perirbahan Atas Undang-Undang Nomor 8

Tahun tg74 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian

(Lembaran Negara Refub-lik Indonesia Tahun 1999

Nomor 169, fambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3890);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang

Pembentukan tiabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten

Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22'

TambahanLembaranNegaraRepublikindonesiaNomor
a265h
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3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembara., 

-N.grr' 
Republik Indonesia Tahun 2OA4

Nomor 53, Tlmbahan Lembaran Negara Republik

indonesia Nomor a389);

4. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2AO4 tentang
pemerintahan baerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OA4 Nomor 125 ' Tambahan

LembaranN"g"'"RepublikInd'onesiaNomor4437l
sebagaim ar;a 

"t"l.h diubah dengan Undang*Undang

Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2AO4 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

indonesia Tahun 2OO8 Nomor 59, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor a8a4);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahuo' 2AO7 tentang

PembagianUrusanPemerintahanAntaraPemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi' d't Pemerintahan
Daerah f<"O"p"it" lKota (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 82, Tambahan Lembaran

N"S"t" Repubiik Indonesia Nomor a737);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2OO7 tentang

bG;;i;;i- 
- n"i""[5"1 Daerah (Lembaran Negara

Republik inaonesia"Tahun 2OA7 Nomor 89' Tambahan

Lembara" NA;;; ntp'Utitt Indonesia Nomor 4741\;

T.PeraturanMenteriDalamNegeriRepubliklndonesia
Nomor 37 Tahun 2OO7 t#tang. Petunjuk Teknis

Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

8. Peraturan Menteri Negara Pendayagrr1aan Aparatur

rl"g*r" No*oi , pdn/ 13/M'P4N/5/2008 tentang

Eselonisao 
---JaUatan 'sruktural di Lingkungan

sekretariul o"-.., pengurus dan sekretariat Pengurus

Ko.P" Pegawai RePublik Indonesia;

g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Y*o1.17 Tahun 2OA9

tentang pJ;;;;-Organilasi?an Tata Keria Sekretariat

Dewan Pengurus Korps Pt;";i il:I;;t sipii n"publik
lndonesia Piovinsi dan Kabupaten/ Kota;

1O. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun

200stenta.ngUrusanPemerintu.ha.'Yangl\'Ienjadi
Kewenang;; " Pemerintahan Daerah Kabupaten

Balangan' pembaran Daerah Kabupaten Baiangan

Tahun 2OO8 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah

KabuPaten Baiangan Nomor 43);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun

2008 t."i;;-i;mbentukan' OrganGasi dan Tata Kerja

Perangkaf 
- 
5*.'*i' Kabupaten- -Balangan 

(Lembaran

Daerah f"f,,p"ttn Balanlan Tahun 2008 Nomor 03'

Tambahan Lembaran Dierah Kabupaten Balangan

Nomor++lsebagaimanatelahdiubahterakhirdengan
Peraturan Daerah Kabupaten Baiangan Nomor 18

Tahun2ol:.tentangPeru_bahanKeduaAtasPeraturan
Daerah ["L'p"tt""B"1u""g"t' Nomor .3 Tahun 2008

tentang Pembentukan' drganisasi dan Tata Kerja



Perangkat Daerah
Daerah KabuPaten

KabuPaten Balangan (Lembaran

nui..,gatt Tahun 2010 Nomor 09)'

MEMUTUSI(AN :

MenetaPkan PERATURAN BUPATI
URAIAN TUGAS
SEKRET.A.RIAT DE1IIAN
BALANGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan'

2. pemerintah Daerah adalah Bupati.dan Perangkat Daerah sebagai unsur

p""y"tenggara pemerintahan daerah'

3. BuPati adalah BuPati Balangan'

4. Sekretaris Daerah adalah sekretaris Daerah Kabupaten Balangan'

5. Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI adalah sekretariat Dewan Pengurus

KORPRI KabuPaten Balangan'

6. sekretaris KORPRI adalah Kepala Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI

KabuPaten Balangan'

T.SubBagianadalahsubBagianpadaSekretariatDewanPengurus
KORPRI KabuPaten Balangan'

TENTANG TUGAS POKOK DAN

UNSUR-UNSUR ORGANISASI

PENGURUS KORPRI KABUPATEN

BAB II

TUGASPoKoK,URAIANTUGASDANUNSUR-UNSURoRGANISASI
SEKh'ETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI

Bagian Pertama

Tugas Pokok dan Uraian Tugas

Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI

Pasal 2

SekretariatDewanPengurusKoRPRlmempunyaitugasmelaksanakan
dukungan tekni!^ op..J=ional dan adminisirasi pada Dewan Pengurus

KORPRI Kabupaten Balangan 
-- 

dalam melaksanakan tugas dan

wewenangnya,-*t't"pembi*naanterhadapseluruhunsurdalam
lingkungan Sekretariat i.*u-* r.rrgrr.r" i<o ripru Kabupaten Balangan'

Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai

berikut :

a. mengkoordinasikan, merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis

sertamengendalikanp"''ytf"'Se"t""t'dukunga"-t1LT:operasional
rlanad.ministrasikepadaDe*"',PengurusKORPRIKabupaten

(u

(2\



b.

c.

f.

oa)'

h.

i.

Balangandalammelaksanakantugas-d.1y"*enangnyaberdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku;

mengkoordinasikan kegiatan penyusunan program kerja dan

anggaran;

melaksanakan pembinaan terhadap seluruh unsur dalam lingkungan

sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Baiangan;

d. menyelenggarakan kegiatan pengelolaan administrasi lLmum dan

kerjasama;

e. melaksanaka, kegiatan pembinaan olah raga, seni, budaya, mental

dan rohani;

J.

melaksanakan kegiatan usaha dan bantuan sosial;

melaksanakan koordinasi dan fasili.tasi penyelenggaraan kegiatan

Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Balangan;

menyelenggarakankegiatanpengelolaanLlr]-lsankesekretariatan.

melakukan pembinaan teknis dan administrasi serta mendelegasikan

tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-

masing;

mengkoordinasikan kegiatan kerja bau'ahan dalam rangka kelancaran

tugas masing-maslng;

k. mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan baik tertulis

maupun lisan sesuai bidang tugasnya;

1. meneliti d.an menyeieksi usulan kegiatan bawahan sebagai bahan

terhadap Perencanaan dan
maupLln PelaYanan

pembuat kebij akan selanjutn-va;

m. melakukan penelitian penga$/asan

pelaksanaan Pekerjaan
id*itri ttrasi / ketatausahaan ;

n.memberipetunjukdanpembinaankepadabawahandalamrangka
pelaksanaan tu!a. *."'"i ketentuan yang berlaku;

o. memantau pelaksanaan kegiatan bawahan serta mengevaluasinya

daiam tugas masing-masing;

o. menilai hasii kerja bawahan sesuai dengan prestasi kerjanya untuk
' peningkatan karier;

q. memberikan saran, pertimbangan {.. telaahan serta melaporkan

hasil pelaksanu-.., i'.,gu*/rtegiai?" ?9P"g^i bahan masukan' evaluasi

dan informasi bagi atasan urituk kebijakan dan petunjuk selanjutnya;

r. membuat laporan kegiatan berdasarkan bahan laporan masing-

masing unlt kerja dan data yang ada untuk disampaikan kepada

atasarisebagai bahan masukan; dan

s.melaksanakantugasiainyangdiberikanolehDewanPengurus
KORPRI KabuPaten Balangan'



(1)

(2)

Bagian Kedua

Unsur-Unsur Organisasi
Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI

Pasal 3

unsur-unsur organisasi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI

a. Sub Bagian Umum dan Kerjasama;

b.SubBagianOlahRaga,Seni,Budaya,MentaldanRohani;
c. Sub Bagian Usaha, Bantuan Hukum dan Sosial'

terdiri dari :

dan

BAB III

TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS UNSUR-UNSUR ORGANISASI

SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI

Bagian Pertama

Sub Bagian Umum dan Kerjasama

Pasal 4

SubBagianUmumdanKerjasamamempunyaitugasmelaksanakan
penyelenggaraan administrasi ttmr.lm, kepegawaian' keuangan dan

i.e4asa*" dengan instansi pemerintah maupun pihak ketiga'

uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai

berikut :

a. melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja sebagai

pedoman Pelaksanaan tugas;

b. menyusun langkah kegiatan berdasarkan rencana kerja tahunan

sebagai Pedoman;

c. menyelenggarakan urr.lsan ketatausahaan yaitu membina dan

mengaturpengelolaanpersonil,materialdanfinansiai;

d. menyiapkan peraturan perundang-undangan untuk pedoman

pelaksanaan tugas sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang

ditetapkan oleh Pemerintah;

e. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi hubungan kerjasama dengan

instansi pemerintah maupun pihak ketiga;

f. merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan urusan

surat menyurat, pengetikan, penggandaan, kearsipan, pemeliharaan

dan akuisisi arsiP;

g. merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan pelayanan

administrasi perjalanan d.inas, akomodasi taml-L, keprotokolan dan

hubungan masyarakat;

h. menyiapkan bahan pembinaan organisasi dan tatalaksana berkenaan

dengan uraian tugas, informasi jabltan, sistem dan prosedur kerja;



q.

i. menyiapkan bahan rencana mutasi kepegawaian yang meliputi

pengangkatandalamjabatan,kenaikanpangkat,kenaikangajiberkala
penuiun serta Lrrusan mutasi lainya;

j. menyiapkan bahan pembinaan pegawai meliputi disiplin, pengawasan

melekat, kesejahteraan pegawai, pendidikan dan pelatihan' pemberian

tanda jasa dan kedudukan hukum pegawai;

k. melaksanakan penataan administrasi kepegawaian meliputi'

bezettingformasi,daftarurutkepangkatanpegarvai'dokumentasi
berkas kepegawaian, absensi dan cuti pegawai;

l.menyiapkanbahandanmenyr]Sunrencanakebutuhanbarang,
pengad'aan,d.istribusi,pemeliharaandankoordinasipenghapusan
pertlngkapan kantor serta fasilitas lainnya;

m. melaksanakan inventarisasi dan penyimpanan barang serta secara

manual melakukan administrasi barang;

n.melaksanakanurusanrumahtanggaberkenaandenganpengawasan
dan pemeliharaan gedung, kendaraan . dinas, rumah jabatan,

penerangan,kebersihandankeamananlingkungankantor;

o.melaksanakanpengumpulan,pengolahandanpenyajiandatadan
informasi;

p. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan rencana strategis ;

pen1rusunan rencana kerja dan
menyiapkan bahan dan melaksanakan

kegiatan beserta indikatornYa
rencana kinerja yang meliputi program'

serta anggaran Pelaksanaannya;

r.menyiapkanbahandanmelaksanakanpemantauanpelaksanaan
program dan kegiatan;

S.menyiapkanbahandanmengolahlaporanrealisasiprogramdan
kegiatan;

t.menyiapkanbahandanmengkoordinasikanpembuatanrencana
trrgg"r*., dan perubahan anggaran kegiatan;

u. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembayaran belanja langsung

dan tidak langsung;

v.menyiapkanbahantind.aklanjutlaporanhasilpemeriksaanserta
iapoian pelaksanaan kegiatan d'an pengelolaan keuangan;

w. menyiapkan bahan dan mengkoordinasikan pembuatan laporan

pertanggungiaw'abanpeiaksanaananggaransertamemeliharaarsip
administrasi keuan gan ;

x, mengevaluasi realisasi pendapatan dan belanja untuk keperluan

perencanaan tahun anggaran yang akan datang;

y. menyiapkan bahan dan meiaksanakan penyusunan Laporan

Akuntabi}itasKinerjalnstansiPemerintah(LAKIP)SKPD;

z, membagi tugas, memberi petunjuk' membimbing dan

mengontrol/mengoreksi hasil kerja staf sesuai ketentuan untuk

kelancaran tugas;



a. melaksanakan pengawasan dan menilai kinerja (DP3) staf sesuai

ketentuan sebagai bahan pembinaan disiplin dan karir bawahan;

a. memberikan saran, pertimbangan dan telaahan serta melaporkan hasil

pelaksanaan tugas/kegiatan sebagai bahan mastlkan, evaltlasi dan

informasi bagi ul.u.., untuk kebijakan dan petunjuk selanjutnya; dan

o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang

tugas.

Bagian Kedua

SubBagianOlahRaga,seni,Budaya'MeataldanRohani

Pasal 5

(1) Sub Bagian olah Raga, seni, Budaya, Mental dan Rohani mempunyai

tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis serta

melaksanakan koordinasi dan fasilitasi kegiatan olah raga' seni dan

budayasertamelaksanakanpembinaanmentaldanrohani.

(2)Uraiantugassebagaimanadimaksudpad.aayat(1)sebagaiberikut:

a. meiaksanakan penyusunan rencana dan program keda sebagai

pedoman Pelaksanaan tugas;

b. menyusun langkah kegiatan berdasarkan rencana kerja tahunan

sebagai Pedoman;

C.menyiapkanperaturanperundang-und'anganuntukpedoman
pelaksanaan tugas sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang

ditetaPkan oleh Pemerintah;

d.menyiapkanbahandanpetunjukteknispelaksanaanko.ordinasidan
fasilitasi kegiatan olah raga, *eni dan budaya serta pembinaan menta-l

dan rohani;

e. merumusan kebijakan teknis pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi

kegiatanolahraga,senidanbudayasertapembinaanmentaldan
rohani;

melaksanakan koordinasi dan fasilitasi kegiatan olah raga' seni da-n

budaya serta pembinaan mental dan rohani;

melaksanakan pembinaan sikap mentai dan spritual anggota dalam

rangka tercapai tujuan organisasi;

h. melaksanakan pendidikan dan latihan anggota;

i. melaksanakan pembinaan dan pengembangan olah raga;

j.melaksanakanpembinaandanpengembangansenidanbudaya;

k. membagi tugas dan kegiatan kepada bawahan sesuai dengan bidang

tugasnYa;

i. memberi petunjuk, arahan kepada bawahan dalam pelaksanan tugas

sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku;



m. memeriksa, mengontrol dan manilai hasil kerja bawahan agar sesual

dengan rencana;

n. menilai prestasi kerja barn'ahan

berdasarkan ketentuan Yang

karier;

menyiapkanbahandanmengolahlaporand.alamberbagaibentuk
sesuai sumber data dan laporan bawahan kepada atasan sebagai

bahan masukan serta memelihara arsip;

memberikan saran, pertimbangan dan telaahan serta melaporkan hasii

pelaksanaantugas.sebagaibahanevaluasidaninformasiuntuk
Lebijakan dan petunjuk selanjutnya; dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesu'ai bidang

tugas.

Bagian Ketiga

Sub Bagian Usaha, Bantuan Hukum dan Sosial

Pasal 6

(1) Sub Bagian usaha, Bantuan Hukum dan sosial mempunyai tugas

menyiapkan bahan dan menyusun kebijakan dan program kegiatan

usaha, meningkatkan kesejahteraan anggota, dan memberikan bantuan

hukum dan bantuan sosial'

(2)Uraiantugassebagaimanadimaksudpadaayat(1)sebagaiberikut:

a,melaksanakanpenyusunanrencanadanprogramkerjasebagai
pedoman Pelaksanaan tugas;

b. menyusun langkah kegiatan berdasarkan rencana kerja tahunan

sebagai Pedoman;

c, menyi.apkan peraturan perundang-undangan

pelaksanaan tugas sesuai dengan norma' standar

ditetaPkan oleh Pemerintah;

d. merumusan kebijakan teknis kegiatan pengembangan usaha'

peningkatankesejahteraananggotadanpemberianbantuanhukum
dan bantuan sosial;

e. menyiapkan bahan dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan

pengembangan usaha, peningkltan kesejahteraan anggota dan

pr*U"ri*n bantuan hukum dan bantuan sosial;

f. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi kegiatan pengembangan

usaha,peningkatankesejahteraananggotadanpemberianbantuan
hukum dan bantuan sosial;

g,melaksanakan penJrusunan kebijakan dan program kegiatan

kewirausahaan;

berdasarkan hasil kerja yang dicapai

berlaku sebagai bahan peningkatan

o.

p.

q.

untuk Pedoman
dan prosedur Yang
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h. melaksanakan penyusunan kebijakan dan

peningkatan kesej ahteraan anggota;

program kegiatan

melaksanakan kebijakan pemberian bantuan kepada

keadaan sakit, kematian, kebakaran, bencana alam

lainnya;

melaksanakan pemberian bantuan dan dukungan terhadap

permasalahan kedinasan kepada anggota;

memberikan advokasi hukum dan pedampingan permasalahan hukum

anggota;

j

memberikan saran, pertimbangan dan telaahan
pelaksanaan tugas sebagai 

. 
bahan evaluasi

tebijakan dan petunjuk selanjutnya; dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh

bidang tugas.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai hal-hal yang belum

Bupati ini akan diatur kembali dengan Peraturan

Bupati tersendiri.

k.

anggota dalam
dan musibah

serta melaPorkan hasil
dan informasi untuk

atasan sesuai dengan

diatur dalam Peraturan
Bupati atau KePutusan

l. membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang tugas masing-masing;

m. memberi petunjuk dan arahan kepada barvahan agar pelaksanaan

tugas berjalan lancar sesuai rencana yang ditetapkan;

n. menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil yang dicapai sesuai

ketentuan yang berLku sebagai bahan peningkatan karir;

o. menyiapkan bahan dan mengoiah laporan dalam berbagai bentuk

sesuai sumber data dan lapJran bawahan kepada atasan sebagai

bahan masukan serta memelihara arsip;

p.

q.
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Pasal 8

PeraturanBupatiinimulaiberlakupadatanggaldiundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini aenlgan pe.r"-pttannya dalam Berita Daerah Kabupaten

Balangan.

DitetaPkan di Paringin
pada tanggal 7 Agustus 2O12
BUPATI BALANGAN,

Ttd

H. SEFEK EFFENDIE

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 7 Agustus 2Al2
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,

Ttd

H. M. RIDUAN DARLAN
Pembina Utama MadYa (IV/d)
NrP.19590409 198203 1 012

BERITA DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2OI2 NOMOR 16

Salinan sesuai dengan aslinYa.

iiiXui<um Setda Kab. Balangan,
isitn Hukum,

ARIN, SH
rk.r {IVlb}

NrP. 19611019 1992A3 1 002


